PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 156 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

Menimbang

Mengingat

IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur_ Nomor 133 _Tahun_2007, _

“Telah diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

[bukota Jakarta;

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengaturan
Kebijakan Akuntansi dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun
2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

SALINAN



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
“Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINS|I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il
Peraturan Gubernur ini.

(2) Lampiran | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebijakan akuntansi berbasis akrual.

(3) Lampiran Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebijakan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Pasal 2

(1) Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dilaksanakan secara
bertahap dari penerapan kebijakan akuntansi berbasis kas menuju
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) menjadi
penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2).

(2) Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan tahun anggaran
2015.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Erolvi{:si Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak
erlaku.



Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desem!?er 2013

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 21034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA- BIR@,HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSLE)AERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




